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Sasaran akhir upaya penegakan hukum adalah terwujudnya keteraturan sosial, keadilan dan ketertiban
masyarakat. Polisi sebagai institusi terdepan dalam sistem peradilan pidana diberikan kewenangan
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semuatindak pidana yang menjadi kewenangannya.
Penyidik meneruskan hasil penyidikan ke Penuntut Umum dan menghentikan penyidikan jika perkara tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum(tersangka
meninggal dunia, nebis in idem, kadaluwarsa dan dicabut pengaduannya).

Masalah penelitian mengenai penyidikan tindak pidana oleh Unit Resintel di Polsek Amarta dan fokus
penelitian adalah penyelesaian perkara oleh penyidik, baik secara yuridis maupun non yuridis. Penyelesaian
perkara secara yuridis karena kasus-kasus yang terjadi merupakan atensi pimpinan, kasus-kasus menonjol
serta kasus-kasus yang sudah diketahui oleh pimpinan. Penyelesaian secara non yuridis karena kasus-kasus
tersebut sifatnya ringan, tuntutan atau aduannya sudah dicabut dan secara ekonomi kasus dapat
menghasilkan keuntungan berupa uang atau materi.

Analisis parmasalahan menggunakan teori yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan
kualitatif dan metode etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan
wawancara sehingga diketahui latar atau kontek pengambilan keputusan oleh penyidik dalam menyelesaikan
perkara.

Di dalam tesisini telah ditunjukkan keputusan penyidik meneruskan perkara ke Penuntut Umum sesuai
ketentuan dan menghentikan penyidikan yang cenderung menyimpang dari aturan normatif. Keputusan
untuk meneruskan atau menghentikan penyidikan merupakan wewenang Kapol sek selaku pimpinan
kesatuan di Polsek Amarta.

Implikasi yang dikemukakan meliputi pembenahan sistem administrasi penyidikan, reward dan punishment
yang tidak diskriminatif, perbaikan kesejahteraan petugas, pemberdayaan pra peradilan dan standarisasi
proses kerja dan hasil kerja serta pertimbangan dibentuknya suatu komisi independen pengawas polisi.
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